
a. bahwa properti investasi memiliki kontribusi dalam 
penerimaaan pendapatan asli daerah yang merupakan 
salah satu sumber pendapatan untuk mendanai 
pembangunan Daerah; 

b. bahwa untuk mengatur pelaporan keuangan atas 
properti investasi, perlu diatur ketentuan 
mengenai pengakuan, pengukuran, panyajian, dan 
pengungkapan properti investasi dalam suatu 
kebijakan akuntansi pemerintah; 

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pemyataan Standar 
Akuntansi Peroerintah Berbasis Akrual Nomor 17 
Properti Investasi untuk melaksanakan Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual, maka Peraturan Bupati 
Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Jepara perlu ditinjau kembali; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat U Batang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2757); 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN SUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 2021 TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA. 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerinta.han Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerinta.h 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6867); 

4. Pera tu ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Pemerinta.h Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerinta.han 
Berbasis Akrual pada Pemerinta.h Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 
tentang Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 
2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 6); 

Menetapkan 



2. Ketentuan ruang lingkup pada Lampiran VIII Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 

2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara dihapus 

sehingga menjadi sebagairnana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini. 

(2) Kebijakan akuntasi properti investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

i sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(1) Kebijakan akuntansi terdiri dari: 

a. kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah; 

b. penyajian laporan keuangan; 

c. laporan realisasi anggaran; 

d. laporan arus kas; 

e. laporan operasional; 

f. catatan atas laporan keuangan; 

g. akuntansi piutang; 

h. akuntansi investasi; 

i. akuntansi properti investasi; 

j. akuntansi persediaan; 

k. akuntansi aset tetap; 

I. akuntansi konstruksi dalam pengerjaan; 

m. akuntansi aset tak berwujud: 

n. akuntansi kewajiban; 

o. koreksi kesalahan, perubahan Kebijakan Akuntansi dan peristiwa luar biasa; 

p. laporan keuangan konsolidasian; 

q. akuntansi BLUD; dan 

r. pemyataan tanggung jawab Bupati, kepala satuan kerja Perangkat Daerah 

dan BUD. 

Pasal 5 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara (Serita Daerah Kabupaten 

Jepara Tahun 2021 Nomor 95), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (1) pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 



Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 20 Mei 2024 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penernpatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Jepara. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



3. Definisi 

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan mi 
dengan pengertiannya: 

a. Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai aset, yang dihitung dari 
biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. 

b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan 
yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah 
dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada 
saat perolehan ataau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam 
kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. 

c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai 
investasi berdasarkan biaya perolehan. 

d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar 
pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi 
wajar. 

2. Ruang Lingkup 

Pemyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, 
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam 
laporan keuangan untuk tujuan umum bagi entitas di pemerintah daerah 
tidak termasuk BUMD. 

Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk: 
a. aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan 
b. hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam 

dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui. 

A. PENDAHULUAN 

1. Tujuan 

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan 
akuntansi Properti lnvestasi dan pengakuan yang terkait. 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

AKUNTANSIPROPERTIINVESTASI 

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA 

NOMOR 8 TAHUN 2024 
TANGGAL: 20 MEI 2024 



4. Properti Investasi 
Perangkat daerah dapat memiliki properti yang digunakan untuk 

menghasilkan pendapatan sewa dan/ atau untuk peningkatan nilai dengan 
keadaan sebagai berikut: 
a. perangkat daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis 

komersial. Dalam ha! ini, properti yang dimiliki oleh perangkat daerah, 
selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijuual dan/atau 
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi 
definisi properti investasi; 

b. perangkat daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk 
mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang 
diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. 

Perangkat daerah dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti 
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk 
digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat 
umum. Apabila perangkat daerah mengelola aset properti untuk 
menghasilkan pendapatan sewa dan/ atau memperoleh kenaikan nilai, 
maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi. 

Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa 
atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Sehingga properti 
investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung 
pada aset lain yang dikuasai oleh perangkat daerah. Hal ini yang 
membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset 
tetap). 

e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan 

sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak 

untuk: 

1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau 

jasa atau untuk tujuan administratif; 

2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat. 

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh 

pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan 

pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau 

penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. 



Berikut ini adalah contoh properti investasi: 

a. tanah yang dikuasai dan/atau dikuasai dalam jangka panjang dengan 

tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual atau 

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada 

entitas pemerintah yang lain dalarn jangka pendek; 

b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan 
penggunaannya di masa depan. Jika perangkat daerah belum 
menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan 
sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan 
kepada masyarakat atau kepada entitas peroerintah yang Jain dalam 
jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki 
dalam rangka kenaikan nilai; 

c. bangunan yang dimiliki oleh perangkat daerah (atau dikuasai oleh 
perangkat daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada 
pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi; 

d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi 
tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih 
sewa operasi; 

e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang dimasa 
depan digunakan sebagai properti investasi. 

Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi 
dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini: 
a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam 

rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses 
pembangunan dan/atau pengembangan untuk dijual/diserahkan 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang 
diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu 
dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali; 

b. properti yang masih dalam proses pembangunan dan/atau 
pengembangan atas nama pihak ketiga; 

c. properti digunakan sendiri, termasuk diantaranya properti yang 
dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang 
digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan dimasa 
depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan 
sendiri, dan properti yang digunakan sendiri menunggu untuk dijual; 

d. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa 
pembiayaan; 



e. properti yang dimiliki dalarn rangka bantuan sosial yang menghasilkan 

tingkat pendapatan sewa dibawah harga pasar, misalnya perangkat 

daerah meliliki perurnahan, apartemen, rumah susun atau sejenisnya 

yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan 

mengenakan sewa dibawah harga pasar. 

f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai 
dengan kebijakan akuntansi yang mengatur ten tang aset tetap. 

g. properti yang dikerjasamakan dengan pihak lain yang bersifat sosial 
dan tidak dikenakan sewa; 

h. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa 
dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain, 
misalnya gedung pertemuan, arena olahraga. 

Dalam hal perangkat daerah memiliki aset yang digunakan secara 
sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan 
sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasionaJ pemerintah, penentuan 
klasifikasi asetnya sebagai berikut: 
a. apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, 

perangkat daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah; 
b. apabila masing-rnasing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara 

terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya 
jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20°/o 
aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. 

Perangkat daerah memperlakukan aset sebagai properti investasi 
apabila tambahan biaya jasa layanan kepada para penyewa properti dalam 
jumlah yang tidak signifikan atas nilai keseluruhan perjanjian. 

Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, 
transaksi properti investasi terjadi antara entitas pelaporan dan entitas 
akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan 
properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Penyewa 
menyajikan aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan 
dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian 
laporan keuangan konsolidasian aset tersebut disajikan sebagai aset tetap 
sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset. 

Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya 
maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya 
tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas 
pelaporan. 



B. PENGAKUAN PROPERTI INVESTASI 

Properti investasi diakui sebagai asetjika dan hanyajika: 
1. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke 

entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan 
2. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan 

andal. 
Dalam menentukan suatu properti investasi memenuhi kriteria 

pertama pengakuan, perangkat daerah perlu menilai tingkat kepastian yang 
melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang 
tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa perangkat daerah 
akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan resiko yang terkait dengan 
properti investasi tersebut. 

Kriteria kedua pengakuan properti investasi telah terpenuhi dari bukti 
perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi 
diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar 
nilai wajar pada tanggal/saat perolehan. 

Aset berupa sebagian tanah yang disewakan, dicatat sebesar luas 
dikalikan dengan harga perolehan per meter persegi. Aset berupa sebagian 
gedung atau bangunan yang disewakan dicatat sebesar luas dikalikan dengan 
harga perolehan per meter persegi. 

Perangkat daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada 
saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya tersebut termasuk 
biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang 
dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, 
penggantian, atau perbaikan properti investasi. 

Perangkat Daerah tidak mengakui biaya dari perawatan rutin properti 
tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan diakui sebagai 
biaya surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya rutin tersebut terutama 
mencakup biaya tenaga kerja, barang habis pakai dan dan dapat berupa 
bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut 
sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti. 

Pemeliharaan bangunan yang dilakukan oleh penyewa tidak bersifat 
mengubah bentuk, hanya bersifat mempertahankan fungsi dan nilai. 

Bangunan yang didirikan diatas tanah yang disewa sesuai 
peruntukannya, setelah masa perjanjian selesai dapat dilakukan 
pembongkaran secara mandiri atau menyerahkan bangunan kepada 
pemerintah jika masih memenuhi kelayakan bangunan berdasarkan penilaian 



C. PENGUKURAN PROPERTI INVESTASI 

l. Pengukuran Saat Awai Perolehan 
Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan, 

termasuk didalamnya biaya transaksi. Apabila properti investasi diperoleh 
dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan 
menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. 

Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga 
pembelian, biaya transaksi, dan semua pengeluaran yang dapat 
didistribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat didistribusikan 
secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi 
lainnya. 

Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya 
dibawah ini: 
a. biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa 

properti investasi ke kondisi siap digunakan); 
b. kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai 

tingkat penggunaan yang direncanakan; atau 
c. pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber lain yang terjadi 

selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi. 
Jika pembayaran atas properti ditangguhkan, maka biaya perolehan 

adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan 
pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit 

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara 
sewa dan diklasifi.kasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai 
sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih 
rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. 
Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas. 

dari Perangkat Daerah teknis dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama 

atau sewa menyewa. 

Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. 

Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah 

catat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada 

saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat 
bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 



Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian 

dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya 

perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti 

yang dikuasai dengan cara diklasifikasikakan sebagai properti investasi, 

maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak 

tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya. 

Nilai perolehan properti investasi yang diperoleh dari hasil pertukaran 

dengan aset moneter atau aset non moneter atau kombinasi aset moneter 

dan non moneter, dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran 

tersebut tidak memiliki substansi komersiail, atau (b) nilai wajar aset yang 

diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. 

Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya 

perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan. 

Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi 

komersial atau tidak, perangkat daerah mempertimbangkan apakah arus 

kas atau potensi jasa dimasa yang akan datang diharapkan dapat berubah 

sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki 

su bstansi komersial jika; 

a. konfigurasi (resiko, waktu dan jumlah) dari arus kas atau potensi atas 

aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa 

atas aset yang diserahkan; atau 

b. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh 

perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran terse but; dan 

c. selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset 

yang dipertukarkan. 

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki 

substansi komersial, nilai khusus entitas sari porsi (bagian) operasi entitas 

dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah 

pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan 

yang rinci. 

Nilai wajar suatu aset dimana transaksi pasar yang serupa tidak 
tersedia, dapat diukur secara andal jika: 
a. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset 

tersebut tidak signifikan; atau 
b. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara 

rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas 
dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima 



2. Pengukuran Setelah Pengakuan AwaJ 

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai 

perolehan dikurangkan akumulasi penyusutan. Properti investasi, kecuali 

tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan 

Akuntansi yang mengatur tentang Penyusutan Aset Tetap. 

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak 

diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintah menganut penilaian 

aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas 

properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang 

berlaku secara nasional. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara 

bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam 

laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan. 

Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari 

revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan 

keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and 

values) pada tanggaJ yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai 
kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut 
diselesaikan dalam waktu singkat dalam nilai revaluasi tetap diperbarui. 

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar 
berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai 
tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukan 
revaluasi. Setelah direvaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar 
dikurangi akumulasi penyusutan. Perangkat daerah dapat menyesuaikan 
masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi 
fisik properti investasi tersebut. Jika jumlah tercatat properti investasi 
meningkat akibat revaluasi maka kenaikan tersebut diakui sebagai 
kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi 
turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai 
penurunan dalam ekuitas. 

atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan 

untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika 

nilai wajar aset yang diterima lebih jelas. 

Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi Jainnya dalam 

satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan 

properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya diluar 

entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar. 



3. Alih Guna Ke dan Dari Properti Investasi 

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika terdapat 

perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan: 

a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh perangkat daerah, 

dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap; 

b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, 

dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan; 

c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/ atau entitas 

pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi; 

d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain ditransfer/direl<lasifikasi dari 

persediaan menjadi properti investasi. 

Penggunaan properti oleh perangkat daerah dapat berubah-ubah dari 

waktu ke waktu. Misal, perangkat daerah dapat memutuskan untuk 

menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti 

Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar 

aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama 

berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Perangkat daerah 

harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi 

properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang 

berhubungan dengan properti. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar 

aktif yang sejenis, suatu entitas harus mempertimbangkan informasi dari 

berbagai sumber, termasuk: 

a. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi 

dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang 

berbeda), disesuaikan untuk memcerminkan perbedaan tersebut; 

b. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan 

penyesuaian untuk mencerminkan adanya peru bahan dalam kondisi 

ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan 

c. proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas dimasa 

depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/l<lausul yang 

terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan [jika mungkin) 

dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa 

dalam lokasi dan kondisi yangn sama, dan penggunaan tarif diskonto 

yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam 

jumlah atau arus kas. 

Dalam melakukan revaluasi perangkat daerah dapat menggunakan 

penilaian secara internal ataupun independen. 



4. Pelepasan Properti Investasi 

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau 
ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan 
tidak memiliki manfaat ekonomi dimasa depan yang dapat diharapkan pada 
saat pelepasannya. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan 
cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya. 

Perangkat daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu 
dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, 
maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu 
bagian diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan 

investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini 

digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti 

investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap 

dialihgunakan menjadi properti investasi. 

Entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi 

persediaan jika terdapat perubahan penggunaan, yang ditujukkan dengan 

dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika perangkat 

daerah memutuskan untuk melepas Properti Investasi tanpa 

dikembangkan, maka perangkat daerah tetap memperlakukan properti 

sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan 

dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai 

persediaan. Dernikian juga jika perangkat daerah mulai mengembangkan 

properti investasi dan akan tetap menggunakannya dimasa depan sebagai 

properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan 

tetap diakui sebagai properti investasi. 

Perangkat daerah dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan 

gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai 

Properti Investasi. Jika perangkat daerah memutuskan bangunan tersebut 

tetap dapat menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai 

maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada 

permulaan berlakunya sewa. 

Karena perangkat daerah menggunakan metode biaya, alih guna 

antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan 

tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak 

mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. 

Nilai yang digunakan ketika dilakukannya a1ih guna adalah nilai tercatat 
dari properti investasi yang dialihgunakan. 



E. PENGUNGKAPAN PROPERTI INVESTASI 

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengungkapkan dalam 
laporan keuangannya sebagai berikut: 

D. PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI 

Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan 
disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset Jainnya. Properti investasi 
merupakan bagian dari akun investasi. Karena sifat pengklasifikasian properti 
investasi adalah untuk memperolah pendapatan sewa atau kenaikan nilai, 
perangkat daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan 
nilai atas properti investasi menguntungkan dan perangkat daerah tidak akan 
memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian 
properti investasi tidak mempertirnbangkan maksud pemilihan aset properti 
investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan. 

model biaya bisa jadi bukan merupakan bagian yang disusutkan secara 

terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut 

tidak dapat secara praktis dilakukan, perangkat daerah dapat 

menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan 

berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau 

dibangun. 

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau 

pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari 

pelepasan dan dari jumlah tercatat aset, dan diakui dalam surplus/defisit 

Non Operasional-W dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan 

terse but. 

lmbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya 

diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi 

ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara 

harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang 

setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga. 
Perangkat daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan 

dengan properti investasi setelah pelepasan properti investasi tersebut. 
Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan 
penurunan nilai, kehilangan, kerusakan atau pengembalian properti 
investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui 
sebagai piutang. 



mengungkakpkan hasil revaluasi properti investasi. 
8. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria 

yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti 
yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual 
dalam kegiatan usaha sehari-hari; 

9. metode dan asumsi diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila 
melakukan revaluasi properti investasi, penentuan nilai wajar tersebut 
didukung oleh bukti pasar berdasarkan faktor lain (yang harus 
diungkapkan oleh entitas tersebut) atau menggunakan penilai independen. 

10.jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk: 

entitas perlu 

1. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying 

amount) properti investasi; 
2. metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan 

yang digunakan; 
3. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 
4. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan 

akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; 
5. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, 

yang menunjukkan: 
a. penarnbahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang 

dihasilkan dari penggabungan dan penarnbahan pengeluaran setelah 
perolehan yang diakui sebagai aset; 

b. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan; 
c. pelepasan; 
d. penyusutan; 
e. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; 

dan 
f. perubahan lain. 

6. apabila entitas melakukan revaluasi atas properti, nilai wajar dari 
investasi, menjelaskan hal-hal antara lain sebagai berikut: 
a. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi; 
b. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi; 
c. tanggal efektif penilaian kembali; 
d. nilai tercatat sebelum revaluasi; 
e. jumlah penyesuaian atas nilai wajar; 
f. nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi. 

7. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, 
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mengklasifikasikan asetnya ke dalam properti investasi pacla saat pertama kali 

dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya. Perangkat 
daerah menerapkan kebijakan ini secara prospektif. 

denga.n ini kebijakan menerapkan daerah Perangkat 
F. KETENTUAN TRANSISI 

a. penghasilan sewa menyewa biasa dari propcrti investasi; 

b. beban operas: langsung [rnencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang 
timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental 
selama periode tersebut; 

c. beban operasi Jangsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang 
tirnbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan 
sewa rnenyewa biasa selarna periode tersebut; 

11. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan 
properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan; 

12. properti investasi yang disewa oleh entitas perangkat lain. 



B. DEFINISI 

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan 
Akuntansi dengan pengertian: 
Biava investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor 
dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya 
legal dan pungutan lainnya dari pasar modal. 

2. Ruang Lingkup 
Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi 

Pemerintah Daerah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. 
Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun 
laporan keuangan Pemerintah Daerah dan laporan keuangan konsolidasian, 
dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan, tidak termasuk 
perusahaan daerah. 

Kebijakan Akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi 
Pemerintah Daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka 
panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode 
penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan. 

Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur: 
a. penempatan uang yang tennasuk dalam lingkup setara kas; 
b. investasi dalam perusahaan asosiasi; dan 
c. kerjasama operasi. 

A. PENDAHULUAN 

1. Tujuan 
Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan 

akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya 
yang harus disajikan dalam laporan keuangan. 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

AKUNTANSI INVESTASI 

LAMPfRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA 
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dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu 
untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya. 

kas yang ekuivalen .:.;N:.e:il,,.ru::..· _...!.h,.,_is,,,,t""o'-'-n='s adalah jumlah kas atau 

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi 
awal berdasarkan harga perolehan.Nilai investasi tersebut kemudian 
disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas 
dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan 
awal investasi . 

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi 
berdasarkan harga perolehan. 

Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah manfaat yang tidak 
dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada 
peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah pada masyarakat luas maupun 
golongan masyarakat tertentu. 

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk 
dimiliki secara berkelanjutan. 

lnvestasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk 
dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak 
berkelanjutan. 

lnvestasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki 
lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan 

dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. 

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi 

seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan 

kepada masyarakat. 



D. KLASIFIKASI INVESTASI 

lnvestasi Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu 
investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. lnvestasi jangka 
pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang 
merupakan kelompok aset nonlancar. 

lnvestasi jangka pendek memenuhi karakteristik sebagai berikut: 
1. Dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan; 
2. lnvestasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya 

pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan 
kas;dan 

3. Berisiko rendah. 

C. BENTUK INVESTASI 

Pemerintah Daerah melakukan investasi dimaksudkan antara lain 
untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau memanfaatkan 
dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka 
manajemen kas. 

Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan 
sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat 
berupa pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, 
instrumen ekuitas, dan penyertaan saham/kepemilikan. 

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. 

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investomya mempunyai 

pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint 

venture dari investomya. 

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak 

yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi 

dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen. 

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang 

tertera dalam lembar saham dan obligasi. 



Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka 

pendek antara lain adalah: 

1. lnvestasi yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu 

badan usaha, misalnya pembelian surat berharga saham untuk 

menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha; 

2. lnvestasi yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan 

kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat 

berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun 

luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau 

3. lnvestasi yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi 

kebutuhan kas jangka pendek. 

Investasi yang digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara 

lain terdiri atas: 

1. Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau 
yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits); 

2. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh 
pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank 
Indonesia (SB!); 

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman 
investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. lnvestasi Permanen adalah 
investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara 
berkelanjutan, sedangkan lnvestasi Nonpermanen adalah investasi jangka 
panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. 

Pengertian istilah berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan 
untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau 
menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah 
kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, 
dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk 
memperjualbelikan atau menarik kembali. 

Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah 
investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk 
mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka 
panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. lnvestasi permanen 
dapat berupa: 
1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, 

badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; 



E. PENGAKUAN INVESTASI 

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk 

investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai 

investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan roanfaat sosial atau jasa potensial di 

masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh 

Pemerintah Daerah; 

2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai 

(reliable). 

2. lnvestasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk 

menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. 

lnvestasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, 

antara lain dapat berupa: 

1. Perobelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan 

untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah 

Daerah; 

2. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan 

kepada pihak ketiga; 

3. Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan 

masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok 

masyarakat; 

4. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk 

dimiliki Pemerintah Daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan 

modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan 

perekonomian. 

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga 

(saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu 

kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan 

perseroan. 

lnvestasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak 

bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang 

dibeli oleh Pemerintah Daerah, dan penanaman modal dalam proyek 

pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi 

dalam properti yang tidak tercakup dalam kebijakan akuntansi ini. 



F. PENGUKURAN INVESTASI 

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat 
membentuk nilai pasar, dalam ha! investasi yang demikian, nilai pasar 
dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi 
yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai 
tercatat atau nilai wajar lainnya. 

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, rnisalnya 
saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. 
Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri 
ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya Iainnya yang timbul 
dalam rangka perolehan tersebut. 

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya 
perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada 
tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, 
maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan 
untuk memperoleh investasi tersebut. 

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam 
bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito 
tersebut. 

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, 

penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi 

investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu 

mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial 

atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang 

tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian 

yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial 

yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan 

memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang 

mungkin timbul. 

Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan, biasanya 

dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang 

didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya 

perolehannya. Dalam ha! tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan 

berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal 

perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak 

dapat digunakan. 



yaitu: 
1. Metode biaya; 

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya 
perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian basil 

G. METODE PENILAIAN INVESTASI 

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode 

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan 

modal Pemerintab Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga 

transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang ti.mbul dalam rangka 

perolehan investasi tersebut. 

lnvestasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka 

panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, 

dinilai sebesar nilai perolehannya.lnvestasi nonpermanen yang dimaksudkan 

untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih 

yang dapat direalisasikan. Investasi nonpermanen untuk 

penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam 

rangka penyebatan perbankan. Investasi nonpermanen dalam bentuk 

penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar 

biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan 

dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai 

proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. 

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset 

Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah 

adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga 

perolehannya tidak ada. 

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan 

mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan 

menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada 

tanggal transaksi. 

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama 

periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan 

diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi 

tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga 

merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi 

(carrying value) tersebut. 



yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan 

usaha/badan hukum yang terkait. 

2. Metode ekuitas; 

Dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Daerah mencatat 

investasi awal sebesar biaya perolehan dan dita.mbah atau dikurangi 

sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal 

perolehan pada laporan opersional dan menambah nilai investasi 

pemerintah daerah. 

Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang 

dividen dan pengurang investasi pemerintah daerah. Dividen tunai yang 

telah diterima oleh pemerintah akan rnengurangi piutang dividen. 

Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil 

investasi dalam Iaporan realisasi anggaran. 

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah 

porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya 

perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset 

tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau 

pengurang ekuitas pemerintah. 

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan 

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk 

kepemilikan yang akan dilepas/ dijual dalam jangka waktu dekat. 

Penggunaan metode didasarkan pada kriteria sebagai berikut: 

1. Kepemilikan kurang dari 20o/o menggunakan metode biaya; 

2. Kepemilikan 20°/o sampai 500/o, atau kepemilikan kurang dari 20°/o tetapi 

memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; 

3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; 

4. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang 

direalisasikan. 

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan 

saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode 

penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh 

(the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri­ 

ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara 

lain: 
1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris: 

2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi; 



H. PENGAKUAN BASIL INVESTASI 
Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara 

lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak 
pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan 
pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Penerimaan hasil 
investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat kas 
diterima. Hasil investasi yang diterima tunai akan diakui sebagai pendapatan 
hasil investasi pada laporan realisasi anggaran. 

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek atau 

investasi jangka panjang non permanen berupa pendapatan dividen 
tunai (cash dividend) diakui sebagai piutang dividen pada neraca dan 
pendapatan hasil investasi pada laporan operasional pada saat dividen 
diumumkan dalam RUPS. Pendapatan dividen tunai (cash dividend) 

tersebut diakui sebagai pengurang piutang dividen pada neraca pada 

saat kas diterima. Penerimaan dividen tunai (cash dividend) tersebut 
akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi 
anggaran. 

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari 
penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan 

rapat/pertemuan dewan direksi. 
Dalam hal peneraparan metode ekuitas untuk kepemilikan investasi 

dalam bentuk saham, dimungkinkan bersaldo minus (negatijj karena 
perusahaan negara/daerah terus menerus mengalami kerugian atau nilai 
kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus. 
Investasi bersaldo minus diakui oleh Pemerintah Daerah sepanjang dapat 
diyakini menurut praktik akuntansi berterima umum, dan/atau Pemerintah 
Daerah mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum 
(incurred legal/ constructive obligation) terhadap perusahaan negara/ daerah 
terse but. 

Apabila pemerintah tidak mempunyai tanggung jawab konstruktif dan 
kewajiban hukum terhadap perusahaan negara/daerah tersebut, maka 
investasi bersaldo minus disajikan sebesar nihil pada neraca. 

dalam suara mayoritas 

3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan 

investee; 

4. Kemampuan untuk mengendalikan 



metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai 

piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada 

laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui 

sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan 

hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai 

pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran. 
Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan 

modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat 
sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah 
nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang 
dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam 
RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang 
dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan 
hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham 
yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak 
diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan 

diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. 
Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi 

pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi 
menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi 
pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. 

Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga 

menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat 

kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi 

tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif 

tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 

Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba 
telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi 
negatif disajikan nihil. 

Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba 

terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. 

Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan 

setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan 

atas laporan keuangan. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi 
menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk 



Kondisi-kondisi yang spesifik yang menyebabkan ketidaktertagihan 
lnvestasi Non Permanen Lainnya, diantaranya sebagai berikut: 
1. Jika Ternak mati barus didukung dengan Berita Acara yang disahkan 

oleh pihak yang terkait maka langsung dikategorikan macet, dan 
selanjutnya diusulkan untuk penghapusan; 

2. Jika terjadi bencana alam yang menyebabkan tidak tertagihnya Investasi 
Non Permanen Lainnya, langsung dikategorikan macet dan disisihkan 
100%; 

3. Debitur mengalami kegagalan usaha; 
4. Serta sebab lain yang menyebabkan piutang sudah benar-benar tidak bisa 

ditagih. 

Setelah Jatuh Penyisihan 
NO Kategori I Tempo Kerugian 

1 0-1 tahun Lan car I 00/o 

2 1-2 tahun Kurang Lancar I 25 °/o 

3 2-5 tahun Diragukan I 50 °/o 

4 >5 tahun Macet I 100% 

I. PENYISIHAN INVESTASI NON PERMANEN LAllffiYA 

Investasi Non Permanen Lainnya merupakan Dana Bergulir yang 
sudah tidak digulirkan kembali ke masyarakat tetapi disetorkan kembali ke 
Kas Daerah. Dalam upaya menyajikan Investasi Non Permanen Lainnya 
berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, maka dilakukan penyisihan nilai 
Investasi Non Permanen Lainnya. 

Penyisihan atas lnvestasi Non Permanen Lainnya dengan 
mempertimbangkan tanggal jatuh tempo dan upaya penagihan yang 
dilakukan. Penyisihan atas Investasi Non Permanen Lainnya diakui sebagai 
beban penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya. 

Penyisihan atas Investasi Non Permanen Lainnya yang diperkirakan 
tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut: 

menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi (investee) 

tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban. 

Pengakuan bagian laba pada saat bagian akumulasi rugi diakui 
sebagai kewajiban akan mengurangi nilai kewajiban tersebut. Hal ini 
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 
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K. PENGUNGKAPAN 

Hal-ha! lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan 

Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi Pemerintah Daerah, antara 

lam: 

I. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi: 

2. .Jenis-jerus investasi, investasi permanen dan nonpermanen; 

3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi 

jangka panjang: 
4. Penurunan rulai investasi yang sigrufikan dan penyebab penurunan 

terse but; 

5. lnvestasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya: 

6. Perubahan pos mvestasi 

7. Perubahan porsi kepernilikan atau pengaruh signifikan yang 

mengakibatkan perubahan metode akuntansi. 

Pelepasan investasi Pernermtah Daerah dapat terjadi karena 

penjualan, pertukaran dengan aset lain. pelepasan hak karena peraturan 

pernerintah, dan lain sebagainya, Perbedaan antara basil pelepasan investasi 

dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada 

keuntungan/rugi pelepasan investasi Keuntungan/rugi pelepasan investasi 

disajikan dalam laporan operasional. 

J. PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI 


